BAB 2
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teoritis
2.1.1 Apotek

2.1.2

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No.09 tahun 2017 Apotek
adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik
kefarmasian oleh Apoteker. Menurut Peraturan Pemerintah No.51
Tahun 2009 Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat
dilakukan praktik kefarmasian oleh apoteker. Praktik kefarmasian
tersebut adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan
farmasi, = pengamanan,  pengadaan, penyimpanan, dan
pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan
obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta
pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Berdasarkan
definisi diatas dapat diketahui bahwa apotek merupakan salah satu
sarana pelayanan kesehatan dalam membantu mewujudkan
tercapainya derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat, selain
itu juga sebagai salah satu tempat pengabdian dan praktiek profesi

kefarmasian dalam melakuakan pekerjaan kefarmasian.

Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek

Standar Pelayanan Kefarmasian adalah tolak ukur yang
dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam
menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Pelayanan kefarmasian
di apotek saat ini telah mempunyai standar dengan diterbitkannya
Permenkes RI No. 73/2016 tentang standar kefarmasian di apotek.
Peraturan tersebut menjadi pedoman dan wajib dilakukan oleh
apoteker dalam melakukan pekerjaan kefarmasiannya di apotek.
Tujuannya adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan
kefarmasian menjadi lebih baik, menjamin kepastian hukum bagi

tenaga kefarmasian, melindungi masyarakat dari penggunaan obat



yang tidak rasional dan pelayanan yang tidak profesional, sehingga
pelayanan kefarmasian di apotek akan semakin optimal dan
bermutu yang dapat dirasakan manfaaatnya langsung oleh
masyarakat.
2.1.2.1 Ruang Lingkup
Pelayanan Kefarmasian di Apotek meliputi 2 (dua)
kegiatan, yaitu kegiatan yang bersifat manajerial berupa
pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan
Medis Habis Pakai dan pelayanan farmasi klinik. Kegiatan
tersebut harus didukung oleh sumber daya manusia, sarana
dan prasarana (Kemenkes, 2016).
2.1.2.2 Pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan
Medis Habis Pakai
Pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan
Medis Habis Pakai dilakukan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku meliputi perencanaan,
pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan,
pengendalian, pencatatan dan pelaporan.
a. Perencanaan
Dalam membuat perencanaan pengadaan Sediaan
Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai
perlu diperhatikan pola penyakit, pola konsumsi,
budaya dan kemampuan masyarakat.
b. Pengadaan
Untuk menjamin kualitas Pelayanan Kefarmasian maka
pengadaan Sediaan Farmasi harus melalui jalur resmi
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
c. Penerimaan
Penerimaan merupakan kegiatan untuk menjamin

kesesuaian jenis spesifikasi, jumlah, mutu, waktu



penyerahan dan harga yang tertera dalam surat pesanan
dengan kondisi fisik yang diterima.

d. Penyimpanan

Obat/bahan Obat harus disimpan dalam wadah asli dari
pabrik. Dalam hal pengecualian atau darurat dimana isi
dipindahkan pada wadah lain, maka harus dicegah
terjadinya kontaminasi dan harus ditulis informasi yang
jelas pada wadah baru. Wadah sekurang-kurangnya
memuat nama Obat, nomor batch dan tanggal

kadaluwarsa.

1) Semua Obat/bahan Obat harus disimpan pada
kondisi yang sesuai sehingga terjamin keamanan

dan stabilitasnya.

2) Tempat penyimpanan obat tidak dipergunakan
untuk  penyimpanan barang lainnya yang

menyebabkan kontaminasi

3) Sistem penyimpanan dilakukan dengan
memperhatikan bentuk sediaan dan kelas terapi

Obat serta disusun secara alfabetis.

4) Pengeluaran Obat memakai sistem FEFO (First
Expire First Out) dan FIFO (First In First Out)

e. Pemusnahan dan penarikan
1) Obat kadaluwarsa atau rusak harus dimusnahkan
sesuai dengan jenis dan bentuk sediaan.
Pemusnahan Obat kadaluwarsa atau rusak yang
mengandung narkotika atau psikotropika dilakukan
olen Apoteker dan disaksikan oleh Dinas
Kesehatan Kabupaten/Kota. Pemusnahan Obat
selain narkotika dan psikotropika dilakukan oleh

Apoteker dan disaksikan oleh tenaga kefarmasian



lain yang memiliki surat izin praktik atau surat izin
kerja. Pemusnahan dibuktikan dengan berita acara
pemusnahan menggunakan formulir 1
sebagaimanan terlampir.

2) Resep yang telah disimpan melebihi jangka waktu 5
(lima) tahun dapat dimusnahkan. Pemusnahan
Resep dilakukan oleh Apoteker disaksikan oleh
sekurang-kurangnya petugas lain di Apotek dengan
cara dibakar atau cara pemusnahan lain yang
dibuktikan dengan Berita Acara Pemusnahan
Resep menggunakan Formulir 2 sebagaimana
terlampir dan selanjutnya dilaporkan kepada dinas
kesehatan kabupaten/kota.

3) Pemusnahan dan penarikan Sediaan Farmasi dan
Bahan Medis Habis Pakai yang tidak dapat
digunakan harus dilaksanakan dengan cara yang
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

4) Penarikan sediaan farmasi yang tidak memenuhi
standar/ketentuan peraturan perundang-undangan
dilakukan oleh pemilik izin edar berdasarkan
perintah penarikan oleh BPOM (mandatory recall)
atau berdasarkan inisiasi sukarela oleh pemilik izin
edar (voluntary recall) dengan tetap memberikan
laporan kepada Kepala BPOM.

5) Penarikan Alat Kesehatan dan Bahan Medis Habis
Pakai dilakukan terhadap produk yang izin edarnya
dicabut oleh Menteri.

f.  Pengendalian
Pengendalian dilakukan untuk mempertahankan jenis

dan jumlah persediaan sesuai kebutuhan pelayanan,



2.1.2.3

melalui pengaturan sistem pesanan atau pengadaan,
penyimpanan dan pengeluaran. Hal ini bertujuan untuk
menghindari  terjadinya  kelebihan, kekurangan,
kekosongan, kerusakan, kadaluwarsa, kehilangan serta
pengembalian  pesanan. Pengendalian persediaan
dilakukan menggunakan kartu stok baik dengan cara
manual atau elektronik. Kartu stok sekurang-
kurangnya memuat nama Obat, tanggal kadaluwarsa,
jumlah pemasukan, jumlah pengeluaran dan sisa
persediaan.
g. Pencatatan dan Pelaporan

Pencatatan dilakukan pada setiap proses pengelolaan
Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis
Habis Pakai meliputi pengadaan (surat pesanan, faktur),
penyimpanan (kartu stok), penyerahan (nota atau struk
penjualan) dan pencatatan lainnya disesuaikan dengan
kebutuhan. Pelaporan terdiri dari pelaporan internal dan
eksternal. Pelaporan internal merupakan pelaporan
yang digunakan untuk kebutuhan manajemen Apotek,
meliputi keuangan, barang dan laporan lainnya.
Pelaporan eksternal merupakan pelaporan yang dibuat
untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, meliputi pelaporan
narkotika, psikotropika dan pelaporan lainnya. Petunjuk
teknis mengenai pencatatan dan pelaporan akan diatur
lebih lanjut oleh Direktur Jenderal (Diana, 2019).

Pelayanan Farmasi Klinik
Pelayanan farmasi klinik di Apotek merupakan bagian dari
Pelayanan Kefarmasian yang langsung dan bertanggung

jawab kepada pasien berkaitan dengan Sediaan Farmasi,
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Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai dengan
maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan
kualitas hidup pasien.

Pelayanan farmasi klinik meliputi:

a. Pengkajian dan pelayanan Resep
b. Dispensing
c. Pelayanan Informasi Obat (P10O)
d. Konseling

e. Pelayanan Kefarmasian di rumah (home pharmacy

care)
f. Pemantauan Terapi Obat (PTO), dan
g. Monitoring Efek Samping Obat (MESO).

2.1.2.4  Sumber Daya Manusia
Pelayanan Kefarmasian di Apotek diselenggarakan oleh
Apoteker, dapat dibantu oleh Apoteker pendamping
dan/atau Tenaga Teknis Kefarmasian yang memiliki Surat
Tanda Registrasi dan Surat Izin Praktik. Dalam melakukan
Pelayanan Kefarmasian Apoteker harus memenuhi Kriteria:
a. Persyaratan administrasi
1) Memiliki ijazah dari institusi pendidikan farmasi
yang terakreditasi
2) Memiliki Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA)
3) Memiliki sertifikat kompetensi yang masih berlaku
4) Memiliki Surat I1zin Praktik Apoteker (SIPA)

b. Menggunakan atribut praktik antara lain baju praktik,

tanda pengenal.
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c. Wajib mengikuti pendidikan berkelanjutan/Continuing
Professional  Development (CPD) dan  mampu
memberikan pelatihan yang berkesinambungan.

d. Apoteker harus mampu mengidentifikasi kebutuhan akan
pengembangan diri, baik melalui pelatihan, seminar,
workshop, pendidikan berkelanjutan atau mandiri.

e. Harus memahami dan melaksanakan serta patuh terhadap
peraturan perundang undangan, sumpah Apoteker, standar
profesi (standar pendidikan, standar pelayanan, standar

kompetensi dan kode etik) yang berlaku.

Dalam melakukan Pelayanan Kefarmasian seorang apoteker harus

menjalankan peran yaitu:

a.

Pemberi layanan
Apoteker sebagai pemberi pelayanan harus berinteraksi dengan
pasien. Apoteker harus mengintegrasikan pelayanannya pada

sistem pelayanan kesehatan secara berkesinambungan.

. Pengambil keputusan

Apoteker harus mempunyai kemampuan dalam mengambil
keputusan dengan menggunakan seluruh sumber daya yang
ada secara efektif dan efisien.

Komunikator

Apoteker harus mampu berkomunikasi dengan pasien maupun
profesi kesehatan lainnya sehubungan dengan terapi pasien.
Oleh karena itu harus mempunyai kemampuan berkomunikasi

yang baik.

. Pemimpin

Apoteker diharapkan memiliki kemampuan untuk menjadi
pemimpin. Kepemimpinan yang diharapkan meliputi

keberanian mengambil keputusan yang empati dan efektif,
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serta kemampuan mengkomunikasikan dan mengelola hasil
keputusan.

Pengelola

Apoteker harus mampu mengelola sumber daya manusia, fisik,
anggaran dan informasi secara efektif. Apoteker harus
mengikuti kemajuan teknologi informasi dan bersedia berbagi
informasi tentang Obat dan hal-hal lain yang berhubungan
dengan Obat.

Pembelajar seumur hidup

Apoteker harus terus meningkatkan pengetahuan, sikap dan
keterampilan profesi melalui pendidikan berkelanjutan
(Continuing Professional Development/CPD)

Peneliti

Apoteker harus selalu menerapkan prinsip/kaidah ilmiah dalam
mengumpulkan informasi Sediaan Farmasi dan Pelayanan
Kefarmasian dan memanfaatkannya dalam pengembangan dan

pelaksanaan Pelayanan Kefarmasian (Kemenkes, 2016)

Sarana dan Prasarana

Apotek harus mudah diakses olen masyarakat. Sarana dan
prasarana Apotek dapat menjamin mutu Sediaan Farmasi,
Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai serta
kelancaran praktik Pelayanan Kefarmasian. Sarana dan
prasarana yang diperlukan untuk menunjang Pelayanan
Kefarmasian di Apotek meliputi sarana yang memiliki
fungsi:

Ruang penerimaan Resep

Ruang penerimaan Resep sekurang-kurangnya terdiri dari
tempat penerimaan Resep, 1 (satu) set meja dan kursi, serta

1 (satu) set komputer. Ruang penerimaan Resep
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ditempatkan pada bagian paling depan dan mudah terlihat

oleh pasien.

a. Ruang Pelayanan Resep dan Peracikan (produksi
sediaan secara terbatas)
Ruang Pelayanan Resep dan Peracikan atau produksi
sediaan secara terbatas meliputi rak Obat sesuai
kebutuhan dan meja peracikan. Di ruang peracikan
sekurang-kurangnya disediakan peralatan peracikan,
timbangan Obat, air minum (air mineral) untuk
pengencer, sendok Obat, bahan pengemas Obat, lemari
pendingin, termometer ruangan, blanko salinan Resep,
etiket dan label Obat. Ruang ini diatur agar
mendapatkan cahaya dan sirkulasi udara yang cukup,
dapat dilengkapi dengan pendingin ruangan (air
conditioner).

b. Ruang penyerahan Obat
Ruang penyerahan Obat berupa konter penyerahan
Obat yang dapat digabungkan dengan ruang
penerimaan Resep.

c. Ruang konseling
Ruang konseling sekurang-kurangnya memiliki satu set
meja dan kursi konseling, lemari buku, buku-buku
referensi, leaflet, poster, alat bantu konseling, buku
catatan konseling dan formulir catatan pengobatan
pasien.

d. Ruang penyimpanan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan,
dan Bahan Medis Habis Pakai
Ruang penyimpanan harus memperhatikan kondisi
sanitasi, temperatur, kelembaban, ventilasi, pemisahan
untuk menjamin mutu produk dan keamanan petugas.

Ruang penyimpanan harus dilengkapi dengan
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rak/lemari Obat, pallet, pendingin ruangan (AC), lemari
pendingin, lemari penyimpanan khusus narkotika dan
psikotropika, lemari penyimpanan Obat khusus,
pengukur suhu dan kartu suhu.
e. Ruang arsip

Ruang arsip dibutuhkan untuk menyimpan dokumen
yang berkaitan dengan pengelolaan Sediaan Farmasi,
Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai serta
Pelayanan  Kefarmasian dalam jangka  waktu
tertentu.(Kemenkes, 2016)

2.2 Penyimpanan Obat
Penyimpanan adalah suatu kegiatan menyimpan dan memelihara dan
menempatkan perbekalan farmasi yang diterima pada tempat yang
dinilai aman dari pencurian serta gangguan fisik yang dapat merusak
mutu obat. Tujuan penyimpanan adalah untuk memelihara mutu sediaan
farmasi, menghindari penggunaan yang tidak bertanggung jawab,
menjaga ketersediaan, dan memudahkan pencarian dan pengawasan.
(Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan, 2010).
2.2.1 Tujuan Penyimpanan Obat
2.2.1.1.Mempermudah pencarian obat di gudang, mudah untuk
menemukannya kembali, mengambilnya, mengetahui
jumlah persediaan dan dapat dilakukan dengan cepat
2.2.1.1.Mencegah kehilangan obat, menghindari dari kehilangan
karena pencurian (oleh orang luar maupun pegawai
sendiri), dimakan serangga, hilang sendiri
(susut,menguap) serta menghindari kerusakan akibat
barang itu sendiri rusak, barang tersebut merusak barang
lain dan barang tersebut merusak lingkungan (polusi).
2.2.1.1.Mempertahankan mutu obat dari kerusakan akibat

penyimpanan yang tidak baik.
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2.2.2 Tercapainya 5 tepat tujuan perbekalan:

2.2.2.2. Ketepatan barang yang disampaikan (jumlah
dan jenis)

2.2.2.2. Ketepatan tempat penyampainnya

2.2.2.3. Ketepatan waktu penyampainnya

2.2.2.4. Ketepatan kondisi barang yang disampaikan

2.2.2.5. Ketepatan nilai barang yang disampaiksan
(harga) (Sukamto, 2017).

2.2.3  Pencatatan Stok Obat

Kartu stok berfungsi:

2.2.2.1. Kartu stok digunakan untuk mencatat mutasi obat
(penerimaan, pengeluaran, hilang, rusak atau
kadaluwarsa)

2.2.2.2. Tiap lembar kartu stok hanya diperuntukkan mencatat
data mutasi 1 (satu) jenis obat

2.2.2.3. Tiap baris data hanya diperuntukkan mencatat 1 (satu)
kejadian mutasi obat

2.2.2.4. Data pada kartu stok digunakan untuk menyusun
laporan, perencanaan pengadaan dan distribusi serta
sebagai pembanding terhadap keadaan fisik obat dalam

tempat penyimpanannya. (Prihatiningsih, 2012)

2.3 Prosedur Sistem Penyimpanan
2.3.1. Obat disusun berdasarkan abjad (alfabetis) atau nomor.
2.3.2. Obat disusun berdasarkan frekuensi penggunaan:
2.3.2.1.FIFO (First In First Out), yang berarti obat yang datang
lebih awal harus dikeluarkan lebih dahulu. Obat lama
diletakan dan disusun paling depan, obat baru diletakkan
paling belakang. Tujuannya agar obat yang pertama

diterima harus pertama juga digunakan, sebab umumnya
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obat yang datang pertama biasanya akan kadaluarsa lebih
awal juga.

2.3.2.2.FEFO (First Expired First Out) yang berarti obat yang lebih
awal kadaluarsa harus dikeluarkan lebih dahulu.

2.3.3. Obat disusun berdasarkan volume

2.3.3.1.Barang yang jumlahnya banyak ditempatkan sedemikian
rupa agar tidak terpisah, sehingga mudah pengawasan dan
penanganannya.

2.3.3.2.Barang yang jumlah sedikit harus diberi perhatian/tanda
khusus agar mudah ditemukan kembali.(Palupiningtyas,
2017).

2.4. Kerangka Konsep Penelitian

Sesuai
Penyimpanan Standar  Pelayanan
obat — | Kefarmasian di
Apotek Tidak
Sesuai

Gambar 2.1. Kerangka Konsep Penelitian



